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AKIBAT HUKUM PROTOKOL NOTARIS YANG TIDAK 

DISERAHKAN OLEH AHLI WARIS KEPADA NOTARIS LAIN 

 

ABSTRAK  
Setiap kali ada notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 UUJN 

ahli warisnya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja. Selanjutnya protokol notaris diserahkan kepada MPD, 

dan MPD menyerahkan kepada notaris lain yang ditunjuk. Penelitian ini fokus 
pada permasalahanurgensi dari penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris 
dan akibat hukum jika protokol notaris tidak diserahkan kepada notaris lain.  

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 

urgensi dari penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris; dan juga untuk 
menganalisis dan mengetahui kelanjutan dari tugas notaris yang meninggal dunia 
berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya dan akibat hukumnya jika protokol 

notaris tidak diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas 
Daerah. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual 
approach).  

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa protokol notaris merupakan arsip 
Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Begitu pentingnya 

protokol notaris, maka bila terjadi notaris yang meninggal dunia, maka melalui 

Majelis Pengawas Daerah, protokol notaris harus diserahkan kepada notaris lain. 
Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol sampai batas waktu 

yang tidak terbatas merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta 

notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya 
tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Protokol notaris yang tidak 

segera diserahkan kepada notaris lain yang berwenang berakibat kerugian pada 

para pihak terutama bila akta tersebut bermasalah dan diperlukan pembuktian di 

pengadilan oleh para pihak atau pihak-pihak yang terkait. 

 

Kata kunci : protokol notaris, penyerahan, pemeliharaan 
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ABSTRACT  
Every time a notary who passed away, based on Article 35 of Indonesian 

Republic Act No. 2 of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 

2004concerning Position of Notary heirs shall notify the Regional Supervisory 

Board at the latest 7 (seven) working days. Furthermore, the notary protocol shall 
be submitted to the Regional Supervisory Board then handed over to another 

designated notary. This study focuses on the urgency of storage and maintenance 

of notary protocols and legal consequences if notary protocols are not submitted 
to other notaries.The result of the discussion concludes that the notary protocol is 

an archive of the State which should be kept and maintained by a notary. Once the 

importance of notary protocol, then if there is a notary who passed away, then 

through the Regional Supervisory Board, notary protocol must be submitted to 
another notary.The notarization of notary protocol by notary public of protocol 

until indefinite time limit is an effort to keep the juridical age of notarial deed as 

perfect proof for the parties or their heirs about everything contained in the deed. 
Notary protocol which is not immediately submitted to another notary authorized 

to cause harm to the parties especially if the deed is problematic and necessary 

evidences in court by the parties or parties concerned. 

 

Keywords: notary protocol, handover, maintenance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

BAB IV 

 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 

1. Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara 

oleh notaris. Protokol notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari 

perbuatan hukum masyarakat atau klien, maka usaha untuk menyimpan dan 

memelihara protokol notaris merupakan pertanggungjawaban notaris, notaris 

pengganti, pejabat sementara notaris dan MPD kepada negara dan masyarakat 

dalam pelaksanaan tugas jabatannya. penyimpanan dan pemeliharan protokol 

notaris dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan protokol tersebut, karena di kemudian hari bisa 

diperlukan sebagai alat bukti dari suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya 

meskipun sudah dilakukan secara hati-hati dan seksama untuk memelihara 

minuta akta, tetapi terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak 

dapat dihindari, misalnya: minuta akta hilang, rusak dimakan rayap, kebanjiran, 

dan kebakaran. Begitu pentingnya penyimpanan dan keamanan protokol 

notaris, maka terhadap notaris yang meninggal dunia, terdapat kewajiban ahli 

waris untuk memberitahukan dan menyerahkan protokol notaris kepada MPD, 

selanjutnya MPD menunjuk notaris lain sebagai notaris penerima protokol 

untuk menerima dan menyimpan protokol notaris tersebut, sehingga protokol 

notaris tetap tersimpan dan terpelihara dengan baik. Penyimpanan protokol 

notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga 

umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. 

Protokol Notaris walaupun telah berpindah tangan ke notaris lain, haruslah 

tetap disimpan sampai batas waktu yang tidak terbatas. 

 
2. Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang 

bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang 

disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau MPD. 

Dalam hal notaris meninggal dunia, maka Protokol Notaris akan diserahkan 

oleh ahli warisnya kepada notaris lain yang ditunjuk MPD , diatur juga bahwa 

apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan 

Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris 

paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia. Pejabat 

Sementara Notaris wajib menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang 

meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal 

Notaris meninggal dunia. 

 
Protokol notaris yang tidak diserahkan kepada notaris lain berakibat 

kerugian pada para pihak terutama bila akta tersebut bermasalah dan 

diperlukan pembuktian di pengadilan oleh para pihak atau pihak-pihak yang 

terkait. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri yang dalam 

melaksanakan pelaksanaan pengawasan tersebut Menteri membentuk majelis 

pengawas maka Kewenangan MPD lah untuk meminta protokol notaris kepada 

ahli waris dari notaris yang meninggal dunia. 
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